
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 42 TAHUN 2020 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA PADANG PANJANG  

TAHUN 2020-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang      : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan 
reformasi birokrasi, maka Peraturan Walikota Padang 
Panjang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018 

sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika 
perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota 
Padang Panjang Tahun 2020-2023; 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 962); 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan… 



- 2 - 

 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 441);  

 5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 

Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang 
Panjang Nomor 7 Tahun  2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 
Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang 

Panjang Tahun 2019 Nomor 7); 

 6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 
Tahun  2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

2019 Nomor 2); 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan      : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA PADANG 
PANJANG TAHUN 2020-2023. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Padang Panjang. 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Padang Panjang. 

8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 
Panjang. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang 

selanjutnya… 
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selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 
10. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan 

RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat 

tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan 
baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, 
realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar 

kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigm 
dan dengan upaya luar biasa. 

Pasal 2 

Road Map Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang 

Tahun 2020-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini.  

Pasal 3 

(1) Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 
2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat 
Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. 

(2) Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 
2020-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memuat: 

a. pendahuluan; 
b. gambaran Birokrasi Pemerintah Kota Padang 

Panjang; 

c. agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang 
Panjang; 

d. monitoring dan Evaluasi; dan 
e. penutup. 

Pasal 4 

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka 
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Road Map Reformasi 
Birokrasi Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5… 
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Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 
Januari 2020. 
 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang 

Panjang. 
 

Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal 31 Agustus 2020 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto  

 
FADLY AMRAN 

  Diundangkan di Padang Panjang 
  pada tanggal 31 Agustus 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 

 
SONNY BUDAYA PUTRA  

 
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 43 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


